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Skripsi ini berjudul ‚Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia 
Terhadap Iḥtikār Tiket Sepak Bola‛. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab 
pertanyaan : Bagaiamana Analisis Hukum Islam Terhadap Iḥtikār Tiket Sepak Bola 
di Sidoarjo? Bagaimana Analisis Hukum Positif di Indonesia Terhadap Iḥtikār Tiket 
Sepak Bola di Sidoarjo? 
Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) di GOR 
Sidoarjo. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode observasi dan wawancara (interview). Selanjutnya data yang terkumpul 
disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analasis, yakni 
mengumpulkan data tentang praktik Iḥtikār tiket sepak bola yang disertai dengan 
analisis, untuk kemudian diambil kesimpulan.  
Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa, yang pertama praktik Iḥtikār tiket 
sepak bola di Praktik transaksi dan penimbunan tiket sepak bola di Sidoarjo ini 
dilakukan oleh pihak ketiga secara sengaja dengan cara pembelian tiket dalam 
jumlah banyak dengan cara meminjam KTP orang lain dan menjualnya dengan harga 
yang berlipat-lipat. Hal ini tentunya merupakan perbuatan yang tidak baik karena 
menghalangi orang lain untuk mendapatkan tiket dengan harga yang wajar 
demimendapatkan keuntungan individu. Kedua menurut hukum Islam, penulis 
menyimpulkan bahwa praktik Iḥtikār tiket sepak bola tidak sah karena melanggar 
ketentuan Hukum Islam karena  objek tersebut memenuhi syarat-syarat 
dikatakannya Iḥtikār yaitu objek dibeli oleh calo dengan jumlah banyak kemudian 
dijual kembali mendekati hari H dengan harga yang mahal dan itu tidak sesuai 
dengan ketetapkan oleh Islam. Dan jika dianalisis dengan Hukum Positif di 
Indonesia pada UU Darurat No.17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang dan UU 
No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, penulis menyimpulkan bahwa praktik 
iḥtikār tidak sesuai dengan Hukum Positif di Indonesia yang menjadi acuan larangan 
penimbunan barang serta aturan tentang perdagangan dalam praktik iḥtikār tiket 
sepak bola di Sidoarjo.  
Adapun saran bagi pihak Calo yang sengaja menimbun tiket sepak bola yaitu 
diharapkan untuk tidak lagi melakukan hal tersebut karena banyak merugikan orang 
lain. Selain itu pihak Pembeli Tiket Sepak Bola sbeaiknya tidak lagi secara sengaja 
membeli tiket kepada calo agar tidak menjadi budaya karena itu tidak sesuai dengan 
ajaran agama Islam dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dan untuk pihak 
Pemerintah diharapkan lebih mengawasi proses kecurangan tersebut agar tidak 
terjadi kembali mengingat memajukan sepak bola Indonesia adalah hak yang 
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A. Latar Belakang Masalah 
Sebagai seorang muslim, kita diharuskan mengaplikasikan syariat 
Islam dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam kehidupan berbangsa, 
bernegara, bermasyarakat dan beragama. Islam telah memberikan pedoman-
pedoman atau aturan-aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis 
besar. Aturan-aturan Allah ini ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia 
dalam urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan social 
kemasyarakatan. Manusia kapanpun dan di manapun harus senantiasa 
mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah sekalipun dalam perkara yang  
bersifat duniawi sebab segala aktifitas manusia akan dimintai 
pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Dalam Islam  tidak ada pemisahan 
antara amal perbuatan dunia dan amal akhirat, sebab sekecil apapun 




Untuk memudahkan kehidupan bermasyarakat terutama 
bermuamalah, manusia diberikan kebebasan dalam memenuhi kebutuhannya, 
tetapi kebebasan tersebut tidak berlaku mutlak karena kebebasan itu dibatasi 
dengan adanya kebebasan manusia lain,  diperlukan rasa saling toleransi agar 
tidak terjadi konflik yang menyebabkan manusia akan kehilangan peluang 
untuk memenuhi kebutuhannya. 
                                                          
1
 Rachmad Syafei, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 15. 


































Sesuai dengan firman Allah surat An Nisa’ 29 yang berbunyi: 
ٍض اَشَت ٍِ َع ًجَساَجِت ٌُ ىُكَت  ٌَْأ اّنِإ ِمِطاَثن اِت ىُكََُُت ىُكَن اَىيَأ ُىُهُك ْأَت َلأ اىَُيا ٍَ َِزَّنا اَهََُّأ اَ 
 ِىُكُِِي اًَ ُِِح َس ىُكِت ٌَ  اَك  َللها ٌَّ َإ  ِىُكَسُفََِأ اِىُهُتُقَت َلاَو۝ 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama 
suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 




Islam menganjurkan dalam jual-beli harus didasari kerelaan antara 
pihak penjual dan pembeli. Kerelaan disini diartikan bahwa transaksi jual 
beli harus berdasarkan suka sama suka tidak ada unsur pemaksaan atau 
penipuan baik dari penjual maupun pembeli dan jual-beli yang dilakukan 
mengandung manfaat dan diberkati Allah Swt dan menghindarkan kerugian 
(terutama pihak pembeli). 
Secara kodratnya, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat 
hidup sendirian, ia selalu membutuhkan bantuan orang lain. Allah Swt telah 
menjadikan manusia masing-masing membutuhkan satu sama lain, supaya 
mereka tolong-menolong, tukar-menukar dalam segala urusan kepentingan 
hidup masing-masing, baik dalam jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, 
atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri 
maupun untuk kemaslahatan umum. Dalam Alquran surat Al-Maidah ayat 2 
menjelaskan bahwa: 
                                                          
2
 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya (Solo:PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 
2016), 83. 


































َو ِّشِثْنا ًَهَع اِىََُو َاعَت َو يَىْقَّتاا  ۗ  ٌِ اَوِذُعْناَو ِىْث ِلاْا ًَهَع اِىََُو َاعَت َلاَو  ۗ  َّ هَّنا ِىُقَّتاَو  ۗ  َّ ِإ
 ِباَقِعْنا ُذَِِذَش َّ هَّنا۝  
Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu 




Dengan demikian kehidupan bermasyarakat menjadi teratur dan 
subur, pertalian yang satu dan yang lain menjadi teguh.
4
 Dengan adanya 
perantara untuk membantu menusia dalam melakukan transaksi yang 
berkaitan dengan praktik bermuamalah dalam hal tolong menolong, karena 
sebagaian manusia memiliki kesibukan masing-masing yang akhirnya 
membutuhkan jasa keperantaraan yang sering disebut sebagai calo, dalam 
bahasa Arab yang berarti Simsarah. Calo diperbolehkan dalam islam dengan 
syarat-syarat tertentu, tetapi ada juga calo yang dilarang menurut islam, 
seperti halnya calo yang menimbun barang kemudian memonopoli barang 
yang dibutuhkan masyarakat, dan menaikkan harga lebih tinggi dari harga 
aslinya. 
Dari hal yang sudah dijelaskan oleh penulis tersebut, maka penulis 
tertarik untuk membahas tentang praktik Iḥtikār tiket sepak bola di Sidoarjo 
terhadap bagaimana penerapan akad  jual beli yang benar dan sesuai syariat 
Islam, atau dengan kata lain tidak melanggar prinsip Syariah. Karena 
menurut penulis dalam praktik jual beli pada tiket yang ditimbun oleh calo 
tersebut mengandung ketidaksesuasian dengan hukum Islam karena 
                                                          
3
Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya ……, 106. 
4
 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung, cetakan ke-67, 2014), 
278. 


































merugikan orang lain yang membutuhkan. Dalam pertandingan sepak bola 
yang ada di Sidoarjo, banyak masyarakat yang berminat untuk melihat 
pertandingan tersebut sehingga menjadikan penjualan tiket tersebut cepat 
habis, selain itu biasanya dalam hal ini banyak orang memanfaatkan 
penjualan tiket tersebut sebagai ladang bisnis, dimana tiket dijual kembali 
oleh calo untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.  
Dalam praktiknya calo menimbun tiket dengan cara menyuruh orang 
lain mengantri untuk membeli tiket kemudian orang tersebut diberi upah dan 
tiket tersebut ditimbun oleh calo tersebut sehingga menjadikan tiket 
penjualan yang ada diloket menjadi cepat habis dan langka, pada 
kesempatan itu calo menjual harga tiket yang ditimbunnya dengan harga 
yang lebih tinggi dari harga aslinya. Kegiatan membeli barang pada saat 
lapang lalu menimbun atau menahan barang tersebut supaya langka 
dipasaran kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi adalah istilah 
Iḥtikār. Oleh karena itu, ditarik suatu permasalahan dengan judul ‚Analisis 
Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Terhadap Praktik Iḥtikār 
Tiket Sepak Bola di Sidoarjo‛. 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis 
akan menjadikan acuhan penelitian yang akan dikaji sesuai dengan 
permasalahan yang ada, yaitu: 
1. Mekanisme praktik Iḥtikār tiket sepak bola. 
2. Analisis Hukum Islam terhadap praktik Iḥtikār tiket sepak bola. 


































3. Analisis Hukum Positif di Indonesia terhadap praktik Iḥtikār tiket sepak 
bola. 
Mengingat waktu yang terbatas untuk melakukan penelitian, maka 
penulis membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 
1. Analisis Hukum Islam terhadap praktik iḥtikār tiket sepak bola. 
2. Analisis Hukum Positif di Indonesia terhadap praktik iḥtikār tiket sepak 
bola. 
C. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka inti dari 
permasalahan tersebut yaitu: 
1. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap iḥtikār tiket sepak bola di 
Sidoarjo? 
2. Bagaimana Analisis Hukum Positif di Indonesia terhadap iḥtikār tiket 
sepak bola di Sidoarjo? 
D. Kajian Pustaka 
Adanya penelitian yang dikaji oleh penulis tentang praktik iḥtikār 
sepak bola,  penulis mencari gambaran penelitian yang berhubungan dengan 
penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya agar tidak terjadi 
pengulangan penelitian yang dilakukan terdahulu.Berdasarkan penelusuran 
penulis, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara 
lain: 
Pertama, Skripsi yang berjudul ‚Penimbunan Bahan-bahan 
Kebutuhan Pokok ‚Sembako‛ Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif‛ 


































oleh Anik Listyowati pada tahun 1999 (Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah 
dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya). Dalam penelitian ini penulis 
menyimpulkan bahwa penimbunan barang-barang pokok menurut hukum 
islam adalah penimbunan yang sudah memenuhi kriteria-kriteria penibunan 
baik dari segi barangnya, jangka waktu, keadaan, tujuan, dan dari segi akibat 
yang telah ditentukan oleh syara. Menurut Hukum Positif di 
Indonesiapenimbunan adalah penimbunan yang sudah memenuhi kriteria-
kriteria penibunan baik dari segi barangnya, jangka waktu, keadaan, tujuan, 
dan dari segi akibat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni terletak 
pada pembahasan, keduanya sama-sama membahas tentang penimbunan. 
Sedangkan perbedaannya terletak pada objeknya, objek dalam penelitian ini 
adalah bahan bahan pokok (sembako) sedangkan penulis menggunakan tiket 
sebagai objeknya. 
Kedua, Skripsi berjudul ‚Penimbunan Bahan Pokok Perspektif 
Masyarakat Bawean‛ oleh Khoirul Muhbibah pada tahun 2012 (Jurusan 
Hukum Bisnis Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Maulana Malik 
Ibrahim). Dalam penelitiannya penulis menyimpulkan praktek penimbunan 
bahan pokok sering terjadi di Pasar Tambak Pulau Bawean disebabkan pada 
pedagang ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari hasil 
dagangannya tersebut. Proses penimbunan barang ini dilakukan para 
pedagang ketika mengetahui stok barang dagangan sudah mulai menipis 
sedangkan masyarakat banyak yang membutuhkan. Dengan demikian 


































pedagang mulai menjual barang dagangannya dua kali lipat dari harga 
normal. Persamaan penelitian tersebut terletak pada objek pembahasan, 
keduanya sama-sama membahas tentang penimbunan. Sedangkan 
perbedaannya terletak pada sudut pandang, yang mana dalam peneltian ini 
menggunakan sudut pandang menurut perspektif masyarakat bawean dan 
penulismenggunakan sudut pandang menurut hukum islam dan undang-
undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999. 
Ketiga, Skripsi yang berjudul ‚Analisis Hukum Islam Terhadap 
Penyimpanan Barang Tepung Tapioka‛ oleh Choirul Anwar pada tahun 2016 
(Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN 
Walisongo). Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktek 
penyimpanan tepung tapioca ini terjadi pada tengkulak membeli hasil panen 
tepung tapioka dari petani petani kecil. Ketika barang tersebut tersimpan 
tengkulak akan menjual barang tersebut pada saat barang sudah muali langka 
dan harga yang tinggi. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang 
ditulis oleh penulis adalah terletak pada objek pembahasan yaitu sama-sama 
membahas tentang penimbunan barang. Sedangkan perbedaannya terletak 
pada objek penelitian, objek yang ada dalam penelitian ini adalah tepung 
tapioka, sedangkan objek yang digunakan penulis adalah tiket sepak bola. 
E. Tujuan Penelitian 
Dari rumusan masalah yang telah penulis jelaskan dalam penelitian 
ini, memiliki beberapa tujuan sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui praktik iḥtikār tiket sepak bola di Sidoarjo. 


































2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia 
terhadap iḥtikār tiket sepak bola di Sidoarjo. 
F. Kegunaan Penelitian 
Dari permasalah di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai 
manfaat dan nilai guna untuk penulis ataupun pembaca, paling tidak 
penelitian ini mengandung dua aspek yaitu: 
1. Secara teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 
memperluas wawasan bagi para mahasiswa fakultas syariah pada 
umumnya danjurusan muamalah khususnya. 
2. Secara Praktis 
Diharapkan dapat memberikan informasi tambahan maupun 
perbandingan khususnya dalam bidang muamalah dan dapat dijadikan 
bahan pertimbangan dalam pelaksanaan jual beli pada umumnya. 
G. Definisi Operasional 
Untuk menghindari kesalah fahaman dan tidak menimbulkan 
penyimpangan arah penulisan didalam tugas akhir ini, maka istilah yang 
dimaksud dalam judul ‚Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di 
Indonesia terhadap iḥtikār tiket sepak bola di Sidoarjo‛. Maka diperlukan 
adanya penjelasan beberapa istilah yang berkenaan dengan judul diatas, 
sebagai berikut: 
1. Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan- ketentuan tentang Iḥtikār 
yang bersumber dari alQuran dan hadis, serta pendapat para ulama’. 


































2. Hukum Positif di Indonesia adalah kumpulan asas dan kaidah hukum 
tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau 
khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan 
dalam Negeri di Indonesia.
5
 Dimana konsumen berhak mendapatkan 
informasi yang benar, hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar 
yang wajar, keadilan, keujuran dalam pembelian tiket sepak bola di 
Sidoarjo  
3. Iḥtikār adalah suatu kegiatan yang menimbun barang kemudian dijual 
kebali dengan harga yang berlipat-lipat. Dalam kegiatannya calo membeli 
seluruh tiket dengan cara menyuruh orang lain mengantri dengan 
memberi upah sehingga kegiatan tersebut menyebabkan pembeli lain 
kehabisan tiket akibatnya pembeli harus membeli tiket tersebut melalui 
calo. 
4. Tiket sepak bola di Sidoarjo adalah suatu benda yang digunakan agar bisa 
memasuki suatu lokasi atau even biasanya benda tersebut berbentuk 
seperti kartu atau slip kertas.
6
 Seperti misalnya ingin melihat 
pertandingan sepak bola di GOR Sidoarjo membutuhkan tiket untuk 
dapat masuk dan menyaksikannya, Jadi yang dimaksud dengan judul 
analisis hukum islam dan Hukum Positif di Indonesia terhadap Iḥtikār 
tiket sepak bola di Sidoarjo yaitu mengenai praktik Iḥtikār di lapangan 
                                                          
5
 I Gede Pantja Astawa, Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia (Bandung: 
PT. Alumni, 2008), 56. 
6
 https://id.wikipedia.org/wiki/Tiket diakses pada 12 juli 2019 


































apakah sudah terlaksana dan sesuai dengan ketentuan hukum islam dan 
Hukum Positif di Indonesia. 
 
H. Metode Penelitian 
Pengertian dari metode penelitian adalah cara yang ditempuh 
sehubungan dengan penelitian yang dilakukan yang memeiliki langkah-
langkah yang sistematis.
7
 Untuk menguraikan permasalahan yang dibahas 
oleh penulis tentang analisis hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia 
terhadap Iḥtikār tiket sepak bola di Sidoarjo. Maka penulis menggunakan 
metode penelitian kualitatif, yang menggambarkan kata-kata baru dan 
menggmbarkan subjek penelitihan dalam keadaan semestinya. Selanjutnya 
untuk dapat memperoleh hasil yang baik, dan dapat memberikan deskripsi 
yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dibutuhkan beberapa metode 
sebagai berikut: 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan 
(field research) yaitu penelitian yang berlangsung dimasyarakat/ 
lapangan. Dimana peneliti dapat berpartisipasi secara langsung dalam 
penelitian skala sosial kecil dan mengamati fenomena-fenomena yang ada 
didalam budaya setempat.
8
 Maka dalam hal ini obyek penelitiannya 
adalah tentang Iḥtikār tiket sepak bola di Sidoarjo. 
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 Masruhan, Metodelogi Penelitian (Surabaya: UINSA Press, 2014), 40. 
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 Kris H Timotius, Pengantar Metodologi Penelitian ( Yogyakarta: ANDI, 2017), 13. 






































2. Sumber Data 
Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek 
dari mana data diperoleh.9 Dan untuk memudahkan mengidentifikasi data 
maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain: 
a. Sumber Primer 
Sumber primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 
langsung dari sumber pertama yang ada di lapangan melalui 
penelitian.
10
 Maka narasumber yang dipilih untuk diwawancari dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1) Pembeli tiket sepak bola berjumlah 6 orang. 
2) Calo tiket sepak bola berjumlah 3 orang. 
b. Sumber Sekunder 
       Sumber sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti 
dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau 
referensi atau laporan penelitian terdahulu.
11
 Sumber data sekunder 
yang dimaksud terdiri dari : 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 
1998), 114. 
10
 Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2008), 12. 
11
 M.Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta: Gholia 
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diakses pada tanggal 03 Mei 2019. 
 
2. Https://id.wikipedia.org/wiki/Tiket diakses pada tanggal 12 Juli 
2019. 
3. Https://kumparan.com/beritajatim/calo-tiket-piala-aff-u-19-
ditangkap-polresta-sidoarjo-27431110790542539, Isa, diakses 
pada tanggal 13 Juli 2019. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
a. Wawancara 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 
wawancara yaitu bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan 
seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya 
dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan 
tertentu.
12
 Metode ini dilakukan dalam rangka memperoleh data atau 
informasi dari seseorang yang pernah menggunakan jasa  praktik calo 
tiket sepak bola. Dan melalui wawancara tersebut penulis berharap 
dapat memberikan informasi tambahan yang mendukung data utama 
yang telah diperoleh dari sumber data primer. 
b. Observasi 
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 Deddy Mulyana, Metodelogi Penelitian Kulaitatif  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 
180. 


































Teknik observasi ini merupakan observasi yang di dalamnya 
peneiti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan 
aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.
13
 Dan didalam metode 
ini dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan data tentang 
pelaksanaan praktik iḥtikār tiket sepak bola di Sidoarjo yang 
dilakukan pada tanggal 20 Maret 2019 – 20 April 2019. 
c. Dokumentasi 
Pada Teknik ini, peneliti dimungkingkan memperoleh 
informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada 
pada responden atau tempat, dimana responden bertempat tinggal 
atau melakukan kegiatan sehari-hari.
14
 Adapun sebagai pelengkapan 
dalam pengumpulan data maka penulis menggunakan data dari 
sumber-sumber terkait dengan kajian yang dibahas misalnya buku, 
internet dan lain sebagainya. 
4. Teknik Pengolahan Data 
Data yang diperoleh dari hasil yang sudah terkumpul maka akan 
diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 
a. Editing adalah pengecekan ulang data yang telah dikumpulkan untuk 
menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat dilapangan yang 
bersifat pengkoreksian, pada kesempatan ini dapat dilakukan 
pelengkapan terhadap kesalahan atau kekurangan data yang terjadi 
baik dengan cara pengumpulan data ulang ataupun interpolasi 
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 John W. Creswell, Research Design (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 267. 
14
 Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2011), 266. 




































 Teknik ini digunakan oleh penulis untuk memeriksa 
kelengkapan-kelengkapan data yang telah diperoleh dan akan 
digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi. 
b. Organizing yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi 
sedemikian rupa, sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai 
dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang 
diperoleh.
16
 Dengan teknik ini, diharapkan penulis dapat memperoleh 
gambaran tentang pelaksanaan praktikIḥtikār tiket sepak bola di 
Sidoarjo. 
c. Analyzing, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil 
editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumbersumber 
penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, 
sehingga diperoleh kesimpulan.
17
 Teknik ini digunakan penulis dalam 
penulisan penyusunan pada Bab Keempat tentang analisis hukum 
Islam dan Hukum Positif di Indonesiaterhadap praktik Iḥtikār tiket 
sepak bola di Sidoarjo. 
5. Teknik Analisis Data 
Hasil dari terkumpulnya data yang telah diperoleh oleh penulis, 
dikelola dengan teknik pengelolahan yang dilakukan oleh penulis, maka 
data tersebut akan dianalisa menggunakan teori Iḥtikār. 
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 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kulitatif  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 130.  
16
 Chalid Narbuko dan Abu Achmad,Metodelogi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 154. 
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 Analisa data adalah mengorganisir data yang terkumpul yang 
meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen 
(laporan, biografi, artikel). Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian 
ini dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara 
menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data Iḥtikār tiket sepak 
bola. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau 
gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat 




Berdasarkan data praktik Iḥtikār tiket sepak bola di Sidoarjo, yang 
didapat dengan mencatat, menganalisis dan menginterprestasikannya 
kemudian dianalisis dengan pola pikir deduktif yang digunakan untuk 
mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat umum untuk 
kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penulis akan 
menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal mengenai Iḥtikār untuk 
kemudian menjelaskan praktik Iḥtikār tiket sepak bola yang ada di 
Sidoarjo. 
I. Sistematika Pembahasan 
Untuk memudahkan pemahaman dan pembahasan terhadap masalah 
tentang ‚Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di IndonesiaTerhadap 
Praktik Iḥtikār Tiket Sepak Bola di Sidoarjo‛. Maka pembahasannya disusun 
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 Moh Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.  


































secara sistematis sesuai urutan dari permasalahan yang ada, yaitu terdiri dari 
lima bab yang saling terkait. 
Bab pertama yaitu Pendahuluan, berisi antara lain latar belakang 
masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 
tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode 
penelitian, dan sistematika pembahasan. 
Bab Kedua yaitu Iḥtikār dan Hukum Positif. Bab ini merupakan bab 
kajian teori, dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang Iḥtikār dalam 
hukum Islam maupun Hukum Positif yang berlaku di Indonesia sesuai syariat 
Islam mulai dari pengertian Iḥtikār, dasar hukum Iḥtikār, syarat-syarat 
dikatakan Iḥtikār, jenis barang yang dilarang untuk ditimbun, waktu yang 
diharamkan untuk menimbun, kriteria Iḥtikār dalam islam dan menjelaskan 
tentang larangan menimbun dalam Undang-Undang Darurat No. 17 tahun 
1951 tentang penimbunan barang dan Undang-Undang No. 7 tahun 2014 
tentang perdagangan serta Undang-Undang No. 8 tentang perlindungan 
konsumen. 
Bab ketiga Praktik Iḥtikār Tiket Sepak Bola di Sidoarjo. Bab ini 
membahas tentang penyajian data. Dalam bab ini terdapat sub bab yang 
berisi tentang profil GOR Sidoarjo, menjelaskan pelaksanaan praktik Iḥtikār 
Tiket Sepak Bola di Sidoarjo, serta faktor yang melatarbelakangi calo 
melakukan Iḥtikār tiket sepak bola dan dampak yang ditimbulkan dari Iḥtikār 
tiket sepak bola tersebut. 


































Bab Keempat Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di 
IndonesiaTerhadap Praktik Iḥtikār Tiket Sepak Bola di Sidoarjo. Bab ini 
menganalisis latar belakang Iḥtikār tiket sepak bola di Sidoarjo dan 
dampaknya berdasarkan hukum islam dan  hukum positif. 
Adapun Bab Kelima Penutup, merupakan bab terakhir dalam 
pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan juga 










































IḤTIKĀR (PENIMBUNAN) MENURUT HUKUM ISLAN DAN HUKUM 
POSITIF DI INDONESIA 
 
A. Iḥtikār (Penimbunan) Menurut Hukum Islam 
1. Pengertian Iḥtikār 
Dalam pandangan Islam perdagangan merupakan salah satu dari 
aspek kehidupan yang bersifat horizontal, perdagangan yang mengandung 
unsur penipuan, dijalankan dengan cara yang tidak jujur, yang akibatnya 
ada pihak yang dirugikan, dan melakukan perdagangan dengan cara 
menimbun barang (Iḥtikār) dengan tujuan agar harga barang tersebut 
mengalami kenaikkan harga yang sangat tinggi itu sangat dilarang dalam 
Islam. Terlebih bila barang tersebut sedang langka. 
 Monopoli atau Iḥtikār artinya menimbun barang agar barang 
tersebut berkurang, kemudian harga naik. Yang menimbun memperoleh 
keuntungan besar sedangkan masyarakat dirugikan.
19
 Sedang secara 
istilah Iḥtikār berarti membeli barang pada saat lapang lalu menimbunnya 
supaya barang tersebut langka dipasaran dan harganya menjadi naik.
20
 
Adapun al-Iḥtikār secara terminologis adalah menahan (menimbun) 
barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan 
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 H.A. Aziz Salim Basyarahil, 22 Masaslah Agama (Jakarta: Gema Insani Press, Tanpa Tahun), 
56.  
20
 Wahbah Zuhaily, Al Fiqh al Islamiy wa Adillatuhu (Beirut: Dar El Fikr, 1989), 66. 





































 Beberapa definisi penimbunan barang (Iḥtikār) 
menurut beberapa pendapat yaitu:  
a. Imam al-Ghazali (mazhab Syafi’i) mendefinisikan Iḥtikār sebagai 
penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu 
melonjaknya harga dan penjualannya ketika  harga melonjak, 
b. Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan Iḥtikār adalah penyimpanan 




c. Adiwarman Karim mengatakan bahwa al-Iḥtikār adalah mengambil 
keuntungan diatas keutungan normal dengan cara menjual lebih sedikit 
barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya disebut 
dengan monopoly’s rent.23 
d. As-Sayyid Sabiq dalam Fiqh as-Sunnah menyatakan al-Iḥtikār sebagai 
membeli suatu barang dan menyimpannya agar barang tersebut 
berkurang di masyarakat sehingga harganya meningkat sehingga 




2. Dasar Hukum Iḥtikār 
Dari perspektif agama, aktivitas perdagangan yang digariskan oleh 
agama Islam akan bernilai ibadah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan 
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 Yusuf Qasim, At-Ta’mil at-Tijariyyi fi Mijan asy-Syari’ah (Kairo: Dar an-Nahdhoh al-
‘Arabiyyah,‎1986), 75. 
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2003), 151. 
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syariat Islam. Dengan adanya perdagangan, seseorang mendapatkan banyak 
keuntungan. Dalam proses tersebut merupakan suatu keharusan apabila 
pelakunya menginginkan keuntungan, Islam tidak menafikan hal itu. 
Diantaranya, keuntungan materil guna memenuhi kebutuhan ekonomi 
pelakunya sekaligus dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt. Islam 
berpegang pada asas kebebasan dalam tatanan muamalah. Tetapi, dalam 
Islam tidak membenarkan adanya praktik seperti apa yang ada di dalam 
sistem kapitalis. 
 Yaitu, suatu sistem yang membenarkan segala cara untuk 
mendapatkan keuntungan yang besar termasuk diantaranya monopoli dan 
penimbunan barang yang mana itu akan menimbulkan kerugian bagi 
banyak orang. Oleh karena itu, pelaku ekonomi hanya diperkenankan 
mengambil keuntungan yang layak dan wajar, tidak terlalu tinggi sehingga 
mengakibatkan kesusahan kepada orang lain dan tidak terlalu rendah yang 
akan berakibat kepada kebangkrutannya.  
Setiap orang bebas membeli, menjual serta menukar barang dan jasa. 
Menurut prinsip hukum Islam, barang apa saja yang dihalalkan Allah untuk 
memilikinya, maka halal pula dijadikan sebagai obyek perdagangan. 
Demikian pula segala bentuk yang diharamkan untuk memilikinya maka 
haram pula memperdagangkannya namun terdapat ketentuan hukum Islam 
bahwa semua barang itu pada dasarnya halal, akan tetapi karena perbuatan   
dan sikap para pelaku yang bertentangan dengan syara’ maka barang 
tersebut menjadi haram. Seperti halnya penimbun  



































yang menimbun atau menahan barang, kemudian dijual pada saat 
barang tersebut langka dan dijual dengan harga yang sangat mahal sehingga 
penimbun mendapatkan keuntungan besar, sedangkan banyak orang lain 
yang dirugikan.  
Dasar hukum yang digunakan para ulama fiqh yang tidak 
memperbolehkan adanya Iḥtikār adalah kandungan nilai-nilai universal 
Alquran yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya termasuk 
didalamnya Iḥtikār diharamkan oleh agama Islam. Larangan ini 
berdasarkan AlQuran dan Hadits Nabi Saw : 
1. AlQuran 
Surat An Nisa’ 29 yang berbunyi: 
 ٍِ َع ًجَساَجِت ٌُ ىُكَت  ٌَْأ اّنِإ ِمِطاَثن اِت ىُكََُُت ىُكَن اَىيَأ ُىُهُك ْأَت َلأ اىَُيا ٍَ َِزَّنا اَهََُّأ اَ
ُِِي ٍض اَشَتاًَ ُِِح َس ىُكِت ٌَ  اَك  َللها َّ َإ  ِىُكَسُفََِأ اِىُهُتُقَت َلاَو  ِىُك۝ 
Artinya:Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara 
kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya 





….ٌئِطاَخ َّلاِإ ُشِكَتِحَ َلا 
Artinya: Tidak boleh menimbun barang, jika tidak, maka ia termasuk 
orang yang berdosa. (HR. Muslim no. 1605).26 
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Allah dengan jelas telah mengharamkan praktik transaksi yang 
merugikan dan transaksi yang tidak berdasar pada keridhoan salah satunya 
disebabkan karena adanya praktik Iḥtikār dengan tujuan untuk dijual 
kembali dengan harga yang mahal ketika masyarakat sangat 
membutuhkannya, perbuatan itu dilarang karena membuat salah satu pihak 
membeli barang dengan terpaksa sehingga merasa dirugikan. 
3. Syarat-Syarat Dikatakan Iḥtikār 
Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para fiqh diatas,maka 
ada 3 syarat, jika ketiga syarat itu terpenuhi maka dikategorikan kepada 
Iḥtikār. 
a.  Barang-barang yang disimpan atau ditimbun itu hasil dari pembelian, 
jika seseorang menawarkan dengan harga yang relatif murah (normal) 
atau membeli sesuatu tatkala harganya melonjak (mahal) lalu si pembeli 
tadi menyimpannya, maka orang tersebut tidak dikategorikan sebagai 
penimbun (mutakhir). 
 Hal ini berdasarkan hadits Nabi saw: 
‚Dari Umar bin Khattab berkata: Rasulullah bersabda: orang-orang 
menawarkan barang dan menjual dengan harga murah diberi rizki, 
sedangkan penimbun diberi laknat.‛ HR.ibnu Majjah 
  
b.  Barang-barang yang dibeli adalah komditi bahan makanan pokok, sebab 
itu adalah kebutuhan manusia secara umum. Tetapi, menurut Mazhab 
Maliki mendefinisikan Iḥtikār adalah penyimpanan barang oleh 
produsen baik,makanan, pakaian, dan segala barang yang merusak pasar. 



































c. Adanya kesulitan bagi manusia untuk membeli dan mendapatkannya 
dengan dua jalan: 
1. Kesulitan masyarakat untuk mendapatkan barang lantaran adanya 
penimbunan. Sementara daerah-daerah yang memiliki pasokan 
komoditi bahan makanan yang cukup banyak dan memadai, tidak ada 
larangan untuk, sebabsecara umum, ,hal tersebut tidak akan 
menimbulkaan dampak yang berarti. 
2. Pada masa-masa sulit, dengan mendatangi daerah yang sedang 
mengalami rawan pangan (paceklik) dan memborong persediaan yang 
ada, dalam hal ini tidak ada perbedaan antara daerah yang kecil 
dengan daerah yang besar.
27
 
4. Janis Barang Yang Haram Ditimbun 
Para ulama telah sepakat terhadap larangan penimbunan bahan 
makanan pokok, dan berbeda pendapat mengenai bahan makanan pokok, 
dan berbeda pendapat mengenai pelarangan selain makanan pokok seperti 
pakaian, alat-alat pengobatan dan bahan bahan makanan yang sifatnya 
tidak pokok seperti kacang-kacangan, manisan dan buah-buahan. Dalam hal 
ini Imam Malik melarang penimbunan semua barang dagangan baik itu 
berupa makanan pokok atau bukan,
28
 selagi hal itu akan berdampak negatif 
terhadap orang banyak.  Rasulullah SAW mengungkapkan kejiwaannya 
para penimbun dan egonya yang buruk seraya bersabda, ‚Sejelek-jeleknya 
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makanan pokok (lihat Syarh Muslim,11:43) 



































hamba adalah penimbun: bila mendengar harga murah ia kesal dan bila 
mendengar harga melonjak ia bergembira‛.29  
Beliau bersabda,  
ٌ ِىُعْهَي ُشِكثلمحاو ٌقِوُصِشَي ُةِن الجا 
‚orang yang mendatangkan barang dari luar (negerinya) mendapatkan 
rezeki sedangkan yang menimbun terlaknat‛.30  
 
Demikian itu, karena seorang pedagang dapat memperoleh 
keuntungan dari dua jalan: 
1. Dengan menimbun barang dagangan agar dapat menjualnya dengan 
harga tinggi, yakni disaat orang-orang mencari barang tersebut dan 
tidak mendapatkannya. 
2. Dengan kulakan barang dagangan,lalu menjualnya dengan keuntungan 
sedikit lalu kulakan lagi dalam jangka waktu yang pendek, lalu 
memperoleh laba sedikit, kemudian kulakan yang lain lagi dan 
memperoleh keuntungan sedikit lagi dan memperoleh keuntungan 
sedikit lagi, demikian seterusnya.
31
  
Dalam hal ini para fuqaha berbeda pendapat mengenai dua hal, yaitu 
jenis barang yang diharamkan menimbun dan waktu yang diharamkan 
orang menimbun. Para ulama berbeda pendapat mengenai objek yang 
ditimbun yaitu:  
 




 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Rahawaih, ad-Darimi, Abdu Hamid, al-Baihaqi dari Umar 
Ibnul Khathab (Nashbur Raayah, jilid 4), 261. 
31
 Yusuf Qardhawi, Halal Haram Dalam Islam ( Solo:Era Intermedia,2007), 361. 



































1.  Kelompok yang pertama mendefinisikan 
 Iḥtikār sebagai penimbunan yang hanya terbatas pada bahan makanan 
pokok (primer) saja. 
2. Kelompok yang kedua mendefinisikan Iḥtikār yaitu menimbun segala 
barang-barang keperluan manusia baik primer maupun sekunder. 
Kelompok ulama yang mendefiniskan Iḥtikār terbatas pada makan 
pokok antaranya Imam Al-Ghazali (ahli fikih Mazhab Asy-Syafi’i), 
sebagaian Mazhab Hanbali dimana beliau berpendapat bahwa yang 
dimaksud al-Iḥtikār hanyalah terbatas pada bahan makanan pokok saja 
sedangkan selain bahan makanan pokok (sekunder) seperti,obat-obatan, 
jamu-jamuan dan sebagainya tidak termasuk objek yang dilarangan dalam 
penimbunan barang walaupun sama-sama barang yang bisa dimakan karena 
yang dilarang dalam nash hanyalah dalam bentuk mankanan saja. Menurut 
beliau masalah Iḥtikār adalah menyangkut kebebasan pemilik barang untuk 
menjual barangnya. Maka larangan itu harus terbatas pada apa yang 
ditunjuk oleh nash. 
Sedangkan kelompok ulama yang mendefinisikan Iḥtikār secara luas 
dan umum diantaranya adalah Imam Abu Yusuf (ahli fikih mazhab Hanafi), 
mazhab Maliki berpendapat bahwa larangan Iḥtikār tidak hanya terbatas 
pada makanan, pakaian, dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang 
dibutuhkan oleh masyarakat. Menurutnya yang menjadi, ilat (motivasi 
hukum) dalam larangan melakukan Iḥtikār tersebut adalah kemudaratan 
yang menimpa orang banyak. Oleh karena itu kemudaratan yang menimpa 



































orang banyak tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, 
tetapi mencakup seluruh produk yang dibutuhkan orang banyak.32 
5. Waktu yang Diharamkan untuk Menimbun Barang 
 Para Ulama berbeda pendapat mengenai waktu diharamkannya 
menimbun barang. Beberapa ulama memberlakukan larangan itu untuk 
semua waktu, tidak ada perbedaan,baik waktu luang maupun waktu sempit. 
Berdasarkan sifat umum larangan teradap penimbunan barang. 
 Sedangkan al-Ghazali mengatakan bahwa larangan terhadap 
penimbunan berlaku pada masa krisis. Ketika itu manusia sangat 
membutuhkan makanan yang jika mereka tidak segera 
mendapatkannya,akan timbul bencana adapun pada waktu surplus, ketika 
makanan mlimpah dan manusia tidak membutuhkannya kecuali hanya 




6. Kriteria Iḥtikār Dalam Islam 
 Dalam hal ini para ulama berpendapat, bahwa yang dimaksud 
dengan penimbunan yang haram adalah yang memiliki kriteria sebagai 
berikut: 
1. Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya, 
berikut adalah tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Karena 
seseorang boleh menimbun untuk persediaan nafkah dirinya, dan 
keluarganya dalam tenggang waktu kurang dari satu tahun. 
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 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta:Ikhtiar Baru, 1996),  665. 
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 Al-Ghazali, Ihya Ulum al-Din (Indonesia:DarEl Ihya,1993), 75. 



































2. Bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang 
agar dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi karena orang 
sangat membutuhkan barang tersebut kepadanya. 
3. Bahwa penimbunan dilakukan pada saat manusia sangat membutuhkan 
barang yang ditimbun. Seperti makanan, pakaian dan lain-lain. Jika 
barang-barang yang ada ditangan para pedagang tidak dibutuhkan 
manusia. Maka hal itu tidak dianggap penimbunan, karena tidak 
mengakibatkan kesulitan pada manusia.
34
 
Dari ketiga syarat itu, jika dianalisa aspek keharamannya, maka 
dapat disimpulkan, bahwa penimbunan yang diharamkan adalah kelebihan 
dari keperluan nafkah dirinya dan keluarga dalam masa satu tahun. Hal ini 
berarti bila menimbun barang konsumsi untuk mengisi kebutuhan keluarga 
dan dirinya dalam waktu satu tahun tidaklah diharamkan sebab hal itu 
adalah tindakan yang wajar untuk menghindari kesulitan ekonomi dalam 
hal paceklik atau krisis ekonomi lainnya. Sedangkan syarat terjadinya 
penimbunan, adalah sampainya pada suatu batas yang menyulitkan warga 
setempat membeli barang tersebut maka penimbunan barang tidak akan 
terjadi kesewenangan-wenangan terhadap barang tersebut, sehingga bisa 
dijual dengan harga yang mahal.
35
  
Atas dasar inilah, maka syarat terjadinya penimbunan tersebut adalah 
bukan pembelian barang. Akan tetapi sekedar mengumpulkan barang 
dengan menunggu naiknya harga sehingga bisa menjualnya dengan harga 
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 Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 47-48. 



































yang lebih mahal. Dikatakan menimbun selain dari hasil pembeliannya juga 
karena hasil buminya yang luas sementara hanya dia yang mempunyai jenis 
hasil bumi tersebut, atau karena langkanya tanaman tersebut. 
 Bisa juga menimbun karena induustri-industrinya sementara hanya 
dia yang mempunyai industri itu, atau karena langkanya industri seperti 
yang dimilikinya. Menurut Yusuf al-Qardawi penimbunan itu diharamkan 
jiak memiliki keriteria sebagai berikut: a.)  Dilakukan di suatu tempat yang 
penduduknya akan menderita sebab adanya penimbunan tersebut, b.) 
Penimbunan dilakukan untuk menaikkan harga sehingga orang merasa 
susah dan supaya ia dapat keuntungan yang berlipat ganda.36 
 
B. Iḥtikār (Penimbunan) Menurut Hukum Positif di Indonesia 
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Iḥtikār  atau penimbunan erat kaitannya dengan praktik jual beli yang 
dilarang. Dalam pasal 1457 KUHPerdata diterangkan bahwa jual beli 
adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan 
dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk 
membayar harga yang dijanjikan.
37
 Jual beli juga dapat diartikan sebagai 
suatu perjanjian bertimbal-balik dalam mana pihak yang satu (penjual) 
berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang 
lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas 
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 Yusuf al-Qardhawi, Halal Haram dalam Islam (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2000), 358. 
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   Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 



































sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.
38
 Barang 
yang menjadi obyek jual beli harus cukup tertentu, setidak-tidaknya dapat 
ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya 
kepada pembeli. Perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dimana satu 
orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Agar 
terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; yakni: 
a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya 
b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
c. suatu pokok persoalan tertentu 
d. suatu sebab yang tidak terlarang 
Suatu perjanjian tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab 
yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan hukum. 
Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang 
atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban 
umum.
39 
2. Undang-Undang Darurat No. 17 tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-
Barang dan Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan 
Dalam pasal 2 poin 2 Undang-Undang Darurat No. 17 tahun 1951 
tentang Penimbunan Barang-Barang diterangkan bahwa, dilarang 
mempunyai persediaan barang dalam pengawasan dengan tiada surat izin 
oleh menteri atau instansi yang dirujuk olehnya sejumlah yang lebih besar 
daripada jumlah yang ditetapkan pada waktu penunjukan barang itu 
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   R. Subekti, Aneka  Perjanjian (Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti, 1989), 1. 
39
  Pasal 1335-1337  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 



































sebagai barang dalam pengawasan. Barang dalam pengawasan yang 
dimaksud ialah barang yang menurut undang-undang ini berada dalam 
pengawasan Pemerintah atau lembaga tertentu. 
Selanjutnya, dalam pasal 5 disebutkan (1) apabila Pelanggaran yang 
dilakukan dengan sengaja terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan 
berdasarkan pasal 2,3 dan 4 undang-undang ini, termasuk mencoba atau 
ikut melakukan pelanggaran itu, dapat dihukum dengan hukuman penjara 
setinggi-tingginya 6 tahun dan hukuman denda sebanyak-banyaknya 
seratus ribu rupiah, atau salah satu dari hukuman ini, (2) Pelanggaran dari  
peraturan-peraturan berdasarkan pasal 2,3 dan 4 undang-undang ini, 
termasuk mencoba atau ikut melakukan pelanggaran itu, dihukum dengan 
hukuman penjara setinggi-tingginya 1 tahun dan hukuman denda sebanyak-
banyaknya seratus ribu rupiah, atau salah satu dari hukuman ini, (3) 
perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan ayat 1 pasal ini adalah 
kejahatan, perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan ayat 2 pasal ini 
adalah pelanggaran.  
Pengusutan perbuatan-perbuatan penimbunan yang dijelaskan dalam 
Undang-Undang Darurat No. 17 tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-
Barang ini dilakukan oleh Menteri Perdagangan atau pegawai yang 
ditunjuk dengan dibantu oleh pihak kepolisian dengan kewenangan: 
a. Menyita, demikian pula untuk penyitaan menuntut penyerahan dari 
semua barang, yang perampasannya dapat diperintahkan 



































b. Menuntut diperlihatkan semua surat, yang perlu diperiksanya untuk 
melakukan kewajibannya dengan baik 
c. Menuntut semua keterangan yang diperlukan untuk kepentingan 
pengawasan barang 
d. Mengambil contoh barang dan 
e. Memasuki tempat-tempat yang dianggap perlu dimasukinya untuk 
melakukan kewajiban dengan baik, dalamhal mana mereka boleh 
disertaiorang-orang yang ditunjuk oleh mereka.
40
 
Peraturan mengenai penimbunan juga dijelaskan dalam Undang-
Undang No. 7 tahun 2014 pasal 29 ayat (1), (2) dan (3) tentang 
Perdagangan, dimana dengan jelas dalam pasal (1) disebutkan bahwa 
pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau 
Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi 
kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas 
Perdagangan Barang. (2) Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan 
Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu 
tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam 
proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan. (3) 
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Barang kebutuhan pokok 
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 Pasal 16 dan 17 Undang-Undang Darurat No. 17 tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-
Barang 
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 Pasal 29 Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan 



































Kemudian dalam Pasal 107 Pelaku Usaha yang menyimpan Barang 
kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu 
tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau 
hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima 
puluh miliar rupiah). 
Dalam sebuah kasus mengenai penimbunan tiket sepak bola atau 
yang lebih dikenal masyarakat dengan calo tiket yang terjadi di Sidoarjo 
(tiket AFF U-19 pada tahun 2018), dijumpai juga bahwa hukuman untuk 
penimbun tiket dapat berupa pidana penjara selama 3 bulan dengan 
ketentuan melanggar pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang 
mengarah pada tindak pidana ringan berupa penipuan ringan.
42
 
3. Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  
Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (UUPK) disebutkan: 
‚pelaku usaha dalam menawarkan barang dilarang melakukan dengan 
cara pemaksaan atau cara lain lain yang dapat menimbulkan gangguan baik 
fisik maupun psikis terhadap konsumen.‛43 
Dalam transaksi jual beli menurut UUPK pelaku usaha dilarang 
menawarkan barang dengan cara terpaksa. Namun, pada praktik jual beli 
Tiket yang dilakukan Calo ini memiliki unsur keterpaksaan, karena pembeli 
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 Pasal 15 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen 



































kehabisan tiket diloket maupun situs online, sehingga para pembeli yang 
ingin menyaksikan pertandingan sepak bola secara langsung dan kehabisan 
tiket, mereka terpaksa harus membeli tiket kepada calo,dan calo 
menawarkan harga tiket tersebut lebih mahal dari harga asli. Bagi para 
pembeli yang tidak cukup uang untuk membeli tiket tersebut mereka hanya 
bisamenyaksikan melaluimedia sosial.  
Para pembeli tiket yang kehabisan tiket merasa terganggu dengan 
adanya calo, karena tiket yang seharusnya masih banyak tersedia diloket 
ataupun disitus online habis dengan waktu yang singkat karena adanya calo 
yang membeli tiket dengan jumlah banyak. Dalam Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen juga disebutkan dalam Bab III mengenai hak-hak 
dan kewajiban konsumen, dalam pasal 4 menyebutkan mengenai hak 
konsumen, yakni: 
Hak konsumen adalah: 
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 
jaminan yang dijanjikan; 
c. Hak atas informasi yang benar,jelas dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan dan /atau jasa; 
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 
yang digunakan; 



































e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan danupaya penyelesaian 
sengketaperlindungan konsumen secara patut; 
f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan Pendidikan konsumen; 
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan juur serta tidak 
diskriminatif; 
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 
apabila barang daan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 
perjanjian atau tidak sebagai mana mestinya; 
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya. 
Dalam pasal 5 menyebutkan mengenai kewajiban konsumen, yakni: 
Kewajiban konsumen adalah: 
a. Membaca ataumengikuti petunuk informasi dan prosedur pemakaian 
atau pemanfaatan barang dan/atau jasa,demi keamanan dan 
keselamatan; 
b. Beritikad baik dalammelakukantransaksi pembelian barang dan/atau 
jasa; 
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 
sacara patut. 
Dalam pasal 4 mengenai hak konsumen disebutkan dalam poin (a), 



































‚Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa.‛44 Dalam hal ini konsumen (pembeli 
tiket) mempunyai hak katas kenyamanan, keamanan dan keselamatan 
dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Namun pada praktiknya 
pembeli merasa tidak nyaman dengan adanya calo yang membeli banyak 
tiket kemudian dijual dengan harga mahal serta membuat banyak pembeli 
kehabisan tiket dan terpaksa membeli pada calo tersebut dengan harga 
mahal
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PRAKTIK IḤTIKĀR TIKET SEPAK BOLA OLEH CALO DI SIDOARJO 
 
A. Profil Gelora Delta Sidoarjo 
Gelora Delta Sidoarjo terletak di Kota Sidoarjo, Jawa Timur, GOR 
tersebut dibangun (selesai tahun 2000). GOR Sidoarjo merupakan kandang 
bagi tim sepak bola kebanggan Sidoarjo yakni, Deltras Sidoarjo yang masuk 
dalam (Liga 3). Dalam GOR tersebut memiliki kapasitas 35.000 Penonton. 
Tipe Stadion tersebut, yakni Stadion Madya (Olimpiq). Kategori GOR 
Sidoarjo tersebut masuk dalam kategori B+. 
Sejarah Singkat dengan berhasilnya pembangunan di berbagai bidang 
yang dilaksanakan oleh Pemda Tingkat II Sidoarjo, disisi lain tuntutan 
terhadap pelayanan kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Salah satu 
bidang yang mendapat perhatian khusus Pemerintah Dati II Sidoarjo adalah 
bidang olah raga, dalam upaya pembinaan olah raga tersebut dibangunlah 
stadion utama yang terletak di kutub barat dalam kawasan Center Point, 
dengan segala fasilitas penunjangnya, disisi lain diharapkan dapat 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau (PAD). 
 Daerah Kabupaten Sidoarjo yang dikenal dengan nama "DELTA" 
yaitu suatu daerah yang dikelilingi Sungai Berantas dan laut. Nama yang 
melegenda di masyarakat Sidoarjo, menjadi usulan unggulan pada lomba 
"Nama Stadion Utama Sidoarjo" yang diselenggarakan atas kerjasama Pemda 
Tingkat II Sidoarjo dengan harian Jawa Pos. Dari 279 usulan oleh masyarakat 
yang datang dari berbagai Propinsi, usulan  ‚GELORA DELTA" diajukan oleh 



































16 orang yang pada akhirnya terpilih menjadi nama resmi Stadion Sidoarjo 
"GELORA DELTA" sesuai dengan Keputusan Bupati KDH. Tingkat II 
Sidoarjo Nomor 110 Tahun 1998. Peresmian Stadion GELORA DELTA yang 
diharapkan akan dipergunakan untuk pembukaan dan penutupan PON XV 
Tahun 2000, pada hari Rabu tanggal 9 September 1998 bertepatan dengan 
HAORNAS XV Tahun 1998,telah diresmikan oleh Presiden Republik 
Indonesia saat itu Bapak Prof. Dr. Ingg. Bacharuddin Jusuf Habibie. Dan telah 
dilakukan renovasi terhadap Architecture Performance dan Kualitas Fasilitas 
yang diharapkan siap dipergunakan untuk penyelenggaraan PON XV Tahun 
2000. Stadion Gelora Delta merupakan salah satu stadion di Indonesia yang 
memiliki lintasan atletik. 
 Terletak di jantung Kota Sidoarjo dengan kapasitas 35.000 penonton, 
Gelora Delta ini di bangun untuk penyelengaraan PON XV 2000 Jawa Timur 
dan setelah event tersebut didepan stadion dibangun museum PON Jawa 
Timur. Sekarang stadion ini digunakan sebagai kandang klub Deltras 
Sidoarjo.
45
 Koordinator masing-masing lapangan adalah penanngung jawab 
dari setiap adanya acara di tempat tersebut, seperti halnya apabila  
mengadakan suatu acara di lapangan sepak bola GOR Sidoarjo, maka 
koordinator lapangan sepak bola adalah penanggung jawabnya.  
Untuk mengadakan acara pertandingan sepak bola dilapangan GOR 
Sidoarjo  akan dikenakan biaya sewa untuk setiap satu jam nya, yakni untuk 
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2019 


































pertandingan professional pukul 06.00s/d 18.00 dikenakan biaya Rp 4.000.000 
sedangkan pukul 18.00 s/d 23.00 dikenakan biaya sewa 5.000.000, apabila 
acara yang diselenggarakan tersebut melebihi batas waktu sesuai persetujuan 
koordinasi dengan panitia maka acara tersebut akan dikenakan denda sesuai 
kesepakatan kedua belah pihak. 
 Dalam pengelolahannya biaya sewa GOR tersebut langsung masuk 
dalam rekening kas daerah. Apablia ada acara termasuk pertandingan sepak 
bola yang diadakan di GOR Sidoarjo, Dinas Kepemudaan Olahraga dan 
Pariwisata dalam tidak ada hak dan wewenang dalam menentuan harga tiket 
masuknya, jadi harga tiket masuk acara tersebut adalah pantia penyelenggara 
yang menentukan, disini kita hanya melayani persewaan yang berhubungan 
dengan GOR untuk penentuan harga atau laba atau ruginya acara tersebut 
kami tidak tau menahu.  
Untuk anggaran biaya perawatan GOR tersebut tiap tahunnya 
mencapai Rp1M, memang cukup banyak, karena untuk biaya perawatan 
rumputnya saja sangat mahal, sehingga biaya sewa GOR dapat dilihat dari 
anggaran perwata GOR tersebut.
46
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Lapangan GOR Sidoarjo 
 








































Tribun GOR Sidoarjo 
 








































Gambaran GOR Sidoarjo 
 




































Denah Stadion GOR Sidoarjo 
 
 
B. Latar Belakang Iḥtikār Pada Calo Tiket Sepak Bola 
Dalam suatu pertandingan sepak bola yang bergengsi akan 
memerlukan tiket agar dapat masuk dan melihat pertandingan tersebut, dalam 
hal ini merupakan kesempatan atau ladang bisnis bagi calo untuk 
mendapatkan untung yang cukup banyak,dengan cara membeli banyak tiket 
untuk kemudian ditimbun atau disimpan kemudian dijual pada saat mendekati 
hari H pertandingan, dalam hal ini disebut dengan Iḥtikār,yang artinya 
menimbun barang agar barang tersebut berkurang kemudian harga naik. Yang 
menimbun memperoleh keuntungan besar sedangkan masyarakat dirugikan.
47
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Dengan cara seperti itu maka tiket terjual habis dalam waktu yang 
cukup singkat sehingga banyak pembeli yang kehabisan tiket, dengan begitu 
calo mendapatkan banyak untung, tetapi bagi pembeli itu sangat merugikan 
mereka karna harga yang ditawarkan oleh calo sangat mahal bisa mencapai 3 
hingga 5 kali lipat, tapi karena mereka sangat antusias dengan pertandingan 
tersebut maka mereka membelinya dengan terpaksa dan ada juga yang tidak 
membelinya karna menurut mereka harga yang ditawarkan sangat mahal, 
sehingga ia memilih untuk tidak melihat langsung pertandingan tersebut. 
Seperti yang dilakukan Mas Rizal pada awal ia menjadi calo yang 
hanya sekedar mencoba. Dari keisengan tersebut Mas Rizal mendapatkan 
keuntungan yang besar, yang kemudian darikeuntungan tersebut Mas Rizal 
ingin menjadi calo lagi sehingga kini menjadi pekerjaan sampingan baginya, 
menurutnya banyak sekali untung yang didapatkannya, tetapi tidak 
memikirkan dampak yang ditimbulkan akibat dari menimbun tiket tersebut. 
Selama menjadi calo Mas Rizal pernah rugi karena tiket yang ditimbunnya 
tidak terjual habis semuanya, akan tetapi ia tidak merasa jera. Pernah terlintas 
dalam benaknya ia berhenti menjadi calo akan tetapi ia menyayangkan karena 
keuntungan yang didapat sangat besar sehingga ia berubah pikiran.
48
 
Hampir sama dengan alasan mas Rizal. Calo kedua yakni, Mas Fahmi 
Beranganggapan bahwa awal mula menjadi calo karena melihat banyaknya 
peluang bisnis yang didapatkan maka ia mencoba untuk membeli tiket dengan 
jumlah tidak sebrapa banyak, kemudian ditimbun dan dijual menjelang 
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pertandingan. Ia berhasil menjual seluruh tiketnya, kemudian dalam event 
pertandingan berikutnya ia menambah jumlah tiket yang ia beli untuk 
ditimbun karena ia merasa mendapatkan banyak untung ketika menjadi calo. 
Begitu juga dalam event event pertandingan selanjutnya. 
Sama halnya dengan calo yang ketiga yakni, Mas Panjul, berawal dari 
hal yang pernah dialaminya, ketika ia membeli tiket pertadingan sepak bola 
pada calo, ia berfikir bahwa keuntungan calo tersebut sangat besar dari situ 
kemudian ia mencoba-coba untuk menjadi calo, karena keuntungan yang 
didapatnya cukup banyak maka kini menjadi kebiasaan baginya. Selain itu 
alasan ia menjadi calo agar mendapatkan uang jajan tambahan karena dari 
bisnis tersebut ia bisa untung berlipat lipat 
 
C. Praktik Iḥtikār Pada Calo Tiket Sepak Bola  
1. Proses Iḥtikār Tiket Sepak Bola Oleh Calo 
Dalam penjualan tiket suatu pertandingan sepak bola di Indonesia, 
calo banyak dicari oleh para pembeli tiket,  tetapi tidak semua calo 
melakukan penjualan tiket di setiap  pertandingan sepak bola,  akan tetapi 
calo melihat situasi dan kondisi yang menguntungkan bagi calo itu sendiri. 
Dalam hal ini,terdapat 2 kategori calo, yakni calo besar dan calo kecil.
49
 
Seperti adanya pertandingan Liga Besar, pertandingan Final, dan 
pertandingan antar Negara. Dengan adanya jasa calo tersebut dapat 
menguntungkan bagi pembeli yang mampu membeli tiket dengan harga 
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mahal secara ikhlas dan dengan senang hati tetapi terkadang merugikan 
pembeli tiket yang harus membeli tiket mahal tersebut secara terpaksa, dan 
ada juga pembeli tiket yang membeli secara resmi di loket atau situs tetapi 
tidak mendapatkan tiket akibat dari calo yang memborong tiket-tiket 
tersebut kemudian menjualnya kembali dengan harga yang lebih mahal, 2 
hingga 3 kali lipat.  
Semakin mendekati hari H pertandingan, harga tiket akan semakin 
mahal bisa mencapai 4 hingga 5 kali lipat. Seperti yang telah dijelaskan 
dalam wawancara dengan Mas Rizal yang mana berprofesi calo dan 
menjadikannya sebagai pekerjaan sampingan. Mas Rizal menjelaskan 
bagaimana cara mendapatkan tiketnya yang akan dijualnya. 
‚saya mengantri di loket dan membeli tiket sebanyak-banyaknya 
tergantung modal yang saya punya, karena tidak ada batasan untuk 
pembelian tiket. Kemudian tiket tersebut saya simpan dan akan saya jual 
dikemudian hari, semakin mendekati hari H pertandingan,harga tiket akan 
semakin mahal karna banyak orang yang menginginkannya. Jadi mau tidak 
mau mereka akan membeli tiket saya meskipun harganya mahal‛50 
 
Selanjutnya wawancara dengan calo yang kedua jawaban keduanya 
hampir sama, tetapi memiliki sistem pembelian tiket yang berbeda. 
 ‚membeli tiket banyak untuk saya jual lagi dengan harga mahal, saya 
membeli tiket dengan cara online, syarat pembelian tiket online 
menggunakan KTP, dan 1 KTP dibatasi hanya dapat membeli maksimal 2-
3 tiket maka dengan begitu saya meminjam banyak KTP orang lain, seperti 
keluarga dan sahabat untuk membeli tiket tersebut, dari pembelian tiket  
tersebut kemudian saya simpan dan mendekati hari H pertandingan sepak 
bolatiket tersebut saya jual dengan harga yang lebih mahal‛51 
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Mas fahmi merupakan calo tiket yang menjadikan calo sebagai 
pekerjaan sampingannya dikarenakan banyaknya kesempatan untuk 
berbisnis dengan cara tersebut. Begitu juga yang dilakukan oleh calo tiket 
yang ketiga yang bernama mas panjul yang mana ia melakukan pembelian 
tiket dengan system yang sama dengan calo yang kedua yaitu membeli 
tiket di situs resmi atau online 
‚saya mencari pinjaman KTP sebanyak-banyaknya pada kerabat dan 
orang terdekat kemudian saya membeli tiket sesuai dengan banyaknya 
jumlah KTP yang saya dapatkan. Dan setiap KTP hanya dapat membeli 
tiket maksimal 2-3 tiket, jadi saya mendapatkan tiket sesuai dengan jumlah 
KTP yang saya dapatkan‛52 
 
Dari ketiga calo tersebut mereka mempunyai tujuan yang sama 
dengan maksud membeli tiket untuk disimpan kemudian dijual kembali 
dengan harga yang lebih mahal, tetapi mereka memiliki sistem pembelian 
tiket yang berbeda. Para calo tersebut menjual dengan harga yang berbeda-
beda sesuai dengan harga yang ditentukan masing-masing calo dan 
tergantung dengan harga tiket yang diperoleh calo dalam pembelian loket 
resmi atau situs online dan tergantung pertandingan liga yang diadakan, 
seperi halnya pada calo pertama Mas Rizal membeli tiket dengan harga Rp 
25.000/tiket dan menjualnya kembali dengan harga Rp75.000 - Rp125.000 
tergantung waktu pembeliannya, karena semakin mendekati hari H harga 
tiket akan semakin mahal. 
Seperti yang dijelaskan oleh Mas Rizal dalam wawancara berikut 
‚saya menjual tiket sesuai dengan harga yang saya peroleh saat 
mengantri di loket, saya mendapatkan harga Rp 25.000/tiketnya kemudian 
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H-2 pertandingan saya jual dengan harga Rp 75.000/tiketnya kemudian H-1 
saya jual dengan harga Rp 100.000 lalu ketika hari H saya jual dengan 
harga Rp 125.000/tiket,semakin mendekati hari H, harga tiket yang saya 
jual akan semakin mahal‛53 
 
Selanjutnya wawancara dengan Mas Fahmi sebagai calo kedua, 
jawaban calo kedua hampir sama dengan calo pertama tetapi berbeda dalam 
system pembelian tiket dan harga tiket yang dibelinya, Mas Fahmi 
membeli tiket melalui situs online dengan harga Rp 50.000/tiket kemudian 
H-1 menjualnya dengan harga Rp 120.000-Rp 150.000/tiket , lalu pada hari 
H pertandingan menjualnya dengan harga Rp 200.000- Rp 
250.000/tiketnya. Berikut penjelasan Mas Fahmi tentang harga penjualan 
tiiketnya kepada pembeli  
‚saya membeli tiket di situs online, saya mendapatkan harga 
Rp50.000/tiketnya kemudian dalam H-1 pertandingan saya jual tiket 
tersebut dengan harga 120.000 -150.000/tiketnya, pada saat hari H saya 
menjual dengan harga Rp 200.000 - Rp 250.000/tiketnya, karena semakin 
mendekati hari H akan semakin banyak pembeli yang 
mencari/menginginannya‛54 
 
Sama halnya dengan jawaban calo ketiga, Mas Panjul membeli tiket 
di situs online dengan  harga Rp 50.000/tiketnya tetapi berbeda dalam 
penjualan harga tiket yang ditentutkan Mas Panjul dengan Mas Fahmi. Mas 
Panjul menjualnya pada saat H-1 dijual dengan harga  Rp 100.000 dan hari 
H pertandingan dijual dengan harga Rp 200.000, berikut wawancara dengan 
Mas Panjul 
‚saya membeli tiket di online sesuai dengan jumlah KTP yang saya 
punya kemudian saya jual pada H-1 pertandingan dengan harga Rp 100.000 
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dan pada saat hari H saya jual dengan harga Rp 200.000,dengan begitu saya 
mendapatkan banyak untung‛55 
 
Pemaparan dari ketiga calo diatasmerupakan proses bagaimana calo 
mendapatkan tiket dan proses penjualan tiket sepak bola. 
2. Praktik Pembelian Tiket Sepak Bola di Calo 
Di Negara Indonesia cukup banyak masyarakat yang menggemari 
olahraga khususnya olahraga sepak bola. Olahraga sepak bola di Indonesia 
banyak mangadakan pertandingan-pertandingan. Baik pertandingan 
melawan klub sepak bola luar negeri maupun melawan klub dalam negeri. 
Dengan adanya pertandingan tersebut banyak masyarakat yang antusias 
untuk mendukung jagoan klub dari sepak bola masing-masing perwakilan 
daerah yang bertanding di Lapangan.  Dalam hal ini banyak masyarakat 
yang memanfaat situasi tersebut untuk berbisnis tiket pertandingan sepak 
bola.  
Untuk mendapatkan tiket melihat pertandingan sepak bola bergengsi 
harus membelinya melalui loket atau situs online, namun demikian tiket-
tiket yang dijual habis dalam waktu singkat karena adanya calo yang 
memborong tiket tersebut untuk kemudian dijual lagi menjelang 
pertandingan, dengan begitu pembeli tiket harus membeli tiket tersebut 
kepada calo dengan harga yang ditawarkan cukup mahal. Dalam hal ini, 
pembeli ada 3 kategori, yakni: 
1. Pembeli yang kehabisan tiket dan mampu membeli tiket dengan harga 
mahal kepada calo,meskipun dengan rasa terpaksa. 
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2. Pembeli yang sengaja ataupun memang berniat membeli tiket pada calo 
meskipun harganya mahal. 
3. Pembeli yang kehabisan tiket, tetapi tidak mampu membeli tiket kepada 
calo karena harga yang ditawarkan cukup mahal. 
berikut wawancara dengan Mbak Selin sebagai pembeli tiket 
kategori pertama, yang membeli tiket melalui calo dengan harga mahal dan 
dengan rasa terpaksa. 
‚saya sangat antusias dalam pertandingan kali ini tetapi saya tidak 
kebagian tiket, jadi mau tidak mau saya membelinya pada calo. Sebenernya 
saya merasa keberatan karena harga yang ditawarkannya bisa 3 hingga 
5kali lipat tergantung ketika waktu saya membelinya.‛56 
 
Begitu juga yang di ungkapkan oleh Mas Tito yang juga penggemar 
sepak bola, ia berniat membeli tiket pada situs online. Tetapi dalam waktu 
singkat tiket tersebut sudah ludes terjual terlebih dahulu sehingga ia tidak 
mendapatkannya namun,ada calo yang menawarkan tiket kepada Mas 
Tito,dengan harga 4 kali lipat dari harga pembelian, karena Mas Tito 
penggemar berat ia rela membeli tiket dengan harga yang cukup mahal 
meskipun dengan rasa terpaksa, ia tidak mau melewatkan pertandingan 
yang ia tunggu-tunggu demi melihat jagoannya bertanding. Berikut 
wawancara yang dijelaskan Mas Tito. 
‚saya kesal dengan adanya calo yang sengaja membeli tiket banyak 
lalu  menjualnya dengan harga yang sangat mahal dengan tawaran harga 4 
kali lipat dari harga resmi dan mengakibatkan tiket yang dijual di situs 
online ludes dalam waktu 30 menit.‛57 
                                                          
56
 Selin, Wawancara Ketintang, 09 April 2019 
57
 Tito, Wawancara Wonoayu, 16 April 2019 



































Berbeda dengan kategori pembeli kedua Mbak Niken, baginya 
keberadaan calo sedikit menguntungkannya, karena dengan begitu ia tidak 
perlu susah payah mengantri ataupun bingung membeli tiket lewat online, 
cukup ia membeli tiket lewat calo. Tetapi menurut Mbak Niken,calo 
memang cukup merugian bagi orang yang tidak mampu membeli tiket 
dengan harga mahal yang ditentukan calo. Berikut wawancara dengan 
Mbak Niken 
‚saya memang berniat membeli tiket di calo meskipun saya tau 
harganya mahal, karena dengan begitu saya tidak perlu bersusah payah 
untuk mengantri di loket ataupun membelinya melalui situs online. Tetapi 
memang bagi mereka yang tidak cukup mampu akan sangat 
merugikannya‛58 
 
Begitu juga dengan Mbak Nhina, ia memang berniat membelli tiket 
pada calo meskipun harganya cukupmahal, Karenna ia malasbersusah 
payah,jadi ia memilih membeli nya melalui calo. Berikut wawancara 
dengan Mbak Nhina 
‚saya malas mengantri diloket, karena antriannya sangat panjang. 
Jadi, saya membeli langsung pada calo saja‛.59 
 
Untuk kategori pembeli yang ketiga hamper sama dengan kategori 
pembeli pertama, sama-sama tidak kebagian tiket meskipun dengan rasa 
terpaksa. Namun bedanya pembeli pertama mampu membeli tiket sehingga 
ia tetap bisa menyaksikan pertandingan secara langsung, sedangkan 
pembeli kategori ketiga tidak mampu membeli tiket karena tidak 
mampunyai cukup uang, jadi mereka hanya menyaksikan pertandingan 
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melalui media social. Berikut wawancara dengan Mas abid sabagai pembeli 
kategori ketiga, yang tidak mampu membeli tiket. 
‚Saya sudah mencoba mengantri tetapi saya kehabisan tiket. Harga 
yang yang dijual calo sangat mahal, 4 kali lipat dari harga resminya. Saya 
tidak ada cukup uang untuk membelinya,jadi saya hanya bisa melihat 
melalui televisi.‛60 
 
Begitu juga yang dirasakan Mas Broto, sebagai pembeli kategori 
ketiga, berikut wawancara dengan Mas Broto 
‚saya hanya menyaksikan lewat televisi karena saya tidak kebagian 
tiket, calo menawarkan tiketnya kepada saya, tetapi dijual dengan harga 4-
5 kali lipat. Saya tidak memiliki banyak uang, jadi saya tidak membeli tiket 
itu‛61 
 
3. Dampak terjadinya Iḥtikār tiket sepak bola 
PSSI mengadakan banyak pertandingan sepak bola yang diadakan di 
Indonesia seperti Liga Besar, Piala Presiden dan Pertandingan sepak bola 
lainnya dan dari banyaknya antusias masyarakat untuk menyaksikan 
pertandingan tersebut, maka masyarakat harus memiliki tiket untuk  
menyaksikan pertandingannya tersebut. Tiket pertandingan dapat dibeli 
melalui loket resmi atau bisa juga melalui situs online.  
Dalam hal ini, banyak calo yang menjadikan ini sebagai ladang bisnis, 
sebab banyak mendapatkan keuntungan, calo memborong tiket untuk 
kemudian dijual kembali ketika mendekati hari H pertandingan, sehingga 
harga tiket menjadi mahal dan calo mendapatkan keuntungan yang besar. 
Dari Iḥtikār (penimbunan) tiket ysng dilakukan oleh calo, banyak dampak 
yang dirasakan, dilihat dari : 
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Menurutnya ada sedikit dampak yang didapatkan ketika menjadi 
calo sepak bola yakni, ketika calo membeli banyak tiket dan tiket 
tersebut tidak habis terjual akibatnya calo tersebut merasa rugi. Namun, 
calo-calo tersebut tidak merasa jera dengan kerugian yang mereka 
rasakan, sempat terfikir olehnya untuk berhenti menjadi calo, akan 
tetapi mereka berubah pikiran. Menurutnya kerugian tersebut tidak 
sebanding dengan keuntungan besar yang mereka dapatkan ketika 
menjual tiket dengan harga mahal. Selain dampak yang didapatkan calo 
ada juga dampak yang dirasakan oleh pembeli. 
b. Pembeli 
Dari adanya calo tiket sepak bola yang sengaja menimbun banyak 
tiket sepak bola yang kemudian dijual dengan harga mahal 
mengakibatkan tiket di loket atau disitus online ludes terjual dalam 
waktu yang cukup singkat dan mengakibatkan banyak pembeli yang 
tidak kebagian tiket, sehingga apabila mereka ingin menyaksikan 
pertandingan tersebut maka mereka harus membeli tiket di calo dengan 
harga yang terbilang mahal, 3 hingga 4 kali lipat dari harga asli. Banyak 
yang merasa dirugikan dengan adanya calo tersebut, salah satunya harga 
yang mereka tawarkan. Apabila pembeli tidak mempunyai cukup uang 
untuk membeli tiket yang ditawarkan oleh calo, maka mereka tidak 
dapat menyaksikan pertandingan sepak bola tersebut secara langsung. 
Ada 3 kategori pembeli yang dirugikan dalam hal ini, yakni: 



































1. Pembeli yang memang berniat untuk membeli tiket di calo, pada 
kategori yang pertama, pembeli sudah berniat membeli pada calo 
karena pembeli tidak mau mengantri dalam pembelian tiket 
pertandingan sepak bola tersebut meskipun dengan harga yang 
ditawarkan oleh calo mahal.  
2. Pembeli yang terpaksa membeli tiket agar tetap bisa menyaksikan 
pertandingan, pembeli dalam kategori yang kedua ini, pembeli 
sudah mengantri untuk pembelian tiket pertandingan sepak bola 
tersebut akan tetapi dalam waktu yang singkat tiket tersebut sudah 
terjual. Tiket pertandingan sepak bola ini pada sebelumnya sudah 
terbeli oleh calo sebelum tiket tersebut dijual yang mengakibatkan 
pembeli disini dengan rasa terpaksa harus membeli tiket tersebut 
kepada calo dengan harga yang mahal yang ditawarkan oleh setiap 
calo.  
3. Pembeli yang tidak kebagian tiket, dan tiket mempunyai cukup 
uang untuk membeli tiket pada calo. Pembeli dalam kategori ketiga 
ini, pembeli sudah mengantri untuk membeli tiket pertandingan 
sepak bola tersebut tetapi dalam waktu singkat tiket tersebut sudah 
habis terjual. tiket tersebut sudah di borong oleh calo sehingga habis 
dalam waktu yang singkat, mengakibatkan pembeli kategori ketiga 
ini tidak kebagian tiket di loket ataupun di situs online dan tidak 
mempunyai cukup uang untuk membeli tiket yang ditawarkan 



































dengan harga mahal oleh calo, sehingga pembeli tidak dapat melihat 







































ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA  
TERHADAP IḤTIKĀR TIKET SEPAK BOLA DI SIDOARJO 
 
A. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Iḥtikār Tiket Sepak Bola di Sidoarjo 
Dalam pandangan Islam perdagangan merupakan salah satu dari aspek 
kehidupan yang bersifat horizontal, perdagangan yang mengandung unsur 
penipuan, dijalankan dengan cara yang tidak jujur, yang akibatnya ada pihak 
yang dirugikan, dan melakukan perdagangan dengan cara menimbun barang 
(Iḥtikār ) dengan tujuan agar harga barang tersebut mengalami kenaikkan 
harga yang sangat tinggi itu dilarang dalam Islam. Seperti halnya calo 
membeli tiket dalam jumlah banyak kemudian  calo tersebut menjual kembali 
dengan harga yang lebih mahal dan dengan adanya calo banyak penonton 
yang merasa dirugikan akibat habisnya tiket karena calo yang sengaja 
membeli dalam jumlah banyak.  
Praktik tersebut sama halnya dengan definisi Iḥtikār menurut As-
Sayyid Sabiq dalam Fiqh as-Sunnah, yakni membeli suatu barang dan 
menyimpannya agar barang tersebut berkurang di masyarakat kemudian 
harganya meningkat sehingga manusia akan mendapatkan kesulitan akibat 
kelangkaan dan mahalnya harga barang tersebut
62
, sedangkan definisi Iḥtikār 
menurut Adiwarman karim mengatakan bahwa al-Iḥtikār adalah mengambil 
keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara menjual barang 
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Dalam transaksi tiket pertandingan sepak bola yang menjadi 
permasalahan utama yang diangkat dalam skripsi ini dapat dikategorikan 
sebagai kegiatan Iḥtikār yang diharamkan dalam Islam. Lebih lanjut di dalam 
Al-Quran surat An Nisa’ 29 yang berbunyi: 
َأ ُىُهُك ْأَت َلأ اىَُيا ٍَ َِزَّنا اَهََُّأ اَ ٍض اَشَت ٍِ َع ًجَساَجِت ٌُ ىُكَت  ٌَْأ اّنِإ ِمِطاَثن اِت ىُكََُُت ىُكَن اَىي
اًَ ُِِح َس ىُكِت ٌَ  اَك  َللها ٌَّ َإ  ِىُكَسُفََِأ اِىُهُتُقَت َلاَو  ِىُكُِِي 
 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di 
antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 
Allah dengan jelas telah mengharamkan praktik transaksi yang 
merugikan dan transaksi yang tidak berdasar pada keridhoan salah satunya 
disebabkan karena adanya praktik Iḥtikār yang membuat salah satu pihak 
membeli barang dengan terpaksa sehingga merasa dirugikan.  
Lebih lanjut, berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para fiqh pada 
bab sebelumnya, suatu kegiatan masuk dalam kategori Iḥtikār apabila tiga 
unsur berikut terdapat dalam kegiatan tersebut, yakni: 
a. Untuk mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun 
stok 
b. Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga sebelum 
munculnya kelangkaan 
c. Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibanding sebelum adanya 
kelangkaan 



































Apabila diamati secara seksama, praktik Iḥtikār tiket sepak bola ini 
memang tidak menjadikan bahan pokok sebagai objek yang ditimbun 
melainkan tiket sepak bola, namun praktik ini membuat suatu barang yakni 
tiket pertandingan sepak bola menjadi langka sehingga pada suatu ketika, 
dapat dijual dengan harga tinggi karena adanya praktik pembelian dan 
penimbunan dalam jumlah banyak yang memiliki tujuan mendapatkan 
keuntungan lebih dari kelangkaan yang timbul. Sehingga dapat dikatakan, 
praktik transaksi tersebut tergolong dalam aktivitas Iḥtikār yang diharamkan 
dalam Islam. 
Mengenai objek Iḥtikār yang bukan merupakan bahan pokok mengacu 
terhadap pendapat Imam Malik mengenai objek Iḥtikār yang dapat berupa 
selain bahan pokok, melainkan semua bahan dagangan dengan syarat 
memiliki dampak negatif terhadap orang banyak ketika barang tersebut 
langka.
63
 Penganut mazhab Maliki berpendapat bahwa larangan Iḥtikār tidak 
hanya terbatas pada makanan, pakaian, dan hewan, tetapi meliputi seluruh 
produk yang dibutuhkan oleh masyarakat Menurutnya yang menjadi, ilat 
(motivasi hukum) dalam larangan melakukan Iḥtikār tersebut adalah 
kemudaratan yang menimpa orang banyak. Oleh karena itu kemudaratan 
yang menimpa orang banyak tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian 
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Seperti tiket sepak bola ini bukan termasuk bahan makanan pokok 
ataupun kebutuhan sekuder, tetapi dengan adanya transaksi tersebut akan 
berdampak negatif bagi para peminat tiket ketika tiket tersebut langka dan 
menjadikan para peminat tiket tersebut kesusahan. Lebih lanjut mengenai 
syarat batas waktu dikatakan terjadinya penimbunan adalah sampainya pada 
suatu batas yang menyulitkan warga setempat membeli barang tersebut.
65
 
Atas dasar inilah, maka syarat terjadinya penimbunan tersebut adalah bukan 
pembelian barang.  
Akan tetapi sekedar mengumpulkan barang dengan menunggu naiknya 
harga sehingga bisa menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Praktik 
Iḥtikār tiket sepak bola ini tidak membutuhkan waktu lama dalam 
praktiknya, hanya memerlukan beberapa hari sebelum hari H pertandingan 
kemudian tiket akan ditawarkan kepada konsumen yang memang tidak 
kebagian tiket melalui pembelian resmi akibat tiket yang sudah habis 
diborong oleh pihak ketiga selaku penimbun. 
Dalam Islam dijelaskan bahwa tidak diperkenankan menimbun sesuatu 
untuk mempersulit orang lain. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 
ٌئِطاَخ َّلاِإ ُشِكَتِحَ 
Artinya: Tidak boleh menimbun barang, jika tidak, maka ia termasuk 
orang yang berdosa.(HR. Muslim no. 1605). 
Hikmah terlarangnya menimbun barang adalah mencegah timbulnya 
mudhorot bagi khalayak ramai. Apablia menimbun barang tidak menyulitkan 
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orang lain maka tidak ada masalah. Seperti misalnya kita membeli hasil 
panen di saat harga murah. Lalu kita simpan kemudian kita menjualnya lagi 
beberapa bulan berikutnya ketika harga menarik, maka seperti ini tidak ada 
masalah karena jual beli memang wajar seperti itu. Namun apabila 
penimbunan tersebut menimbulkan monopoli dan mempengaruhi  pergerakan 
pasar maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Dalam permasalahan ini 
meskipun yang ditimbun bukanlah barang pokok namun akibat yang 
ditimbulkan merugikan suatu kelompok karena mengakibatkan stok barang 
di pasaran menipis bahkan habis. 
Akibatnya masyarakat terpaksa memperebutkan barang tersebut 
dengan cara menaikkan penawaran atau terpaksa membeli dengan harga 
tersebut pada pihak ketiga dengan harga diatas harga normal karena butuh. 
 
B. Analisis Hukum Positif terhadap Praktik Iḥtikār  Tiket Sepak Bola di 
Sidoarjo  
Iḥtikār erat kaitannya dengan praktik jual beli yang dilarang. Dari 
pengamatan pustaka yang dilakukan, praktik transaksi tiket sepak bola di 
Sidoarjo ini secara materiil telah sesuai dengan definisi Pasal 1457 
KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut ‚bahwa jual beli adalah suatu 
persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 
menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang 
dijanjikan‛. Dalam kegiatan traksaksi ini terdapat para pihak yakni penjual 
dan pembeli, terdapat objek jual beli, terdapat penyerahan uang sebagai 



































ganti harga dan terdapat persetujuan yang mengikat meskipun hanya secara 
sederhana.  
Selanjutnya, dalam Pasal 1320 KUHPerdata dijelaskan bahwa agar 
terjadi perjanjian yang sah, maka perlu dipenuhi empat syarat, yakni:
66 
a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Para pihak yang 
membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok 
atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai 
dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan.  
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Pihak yang melakukan 
perjanjian haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang 
membuat perjanjian tersebut. Sebagaimana pada Pasal 1330 KUH 
Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat 
perjanjian, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. 
Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian 
dijelaskan dalam pasal 1330 KUH Perdata, diantaranya orang yang 
belum dewasa dan orang yang berada dalam pengampuan. Dalam 
praktik transaksi ini, para pihak telah cakap secara umur (telah berusia 
diatas 20 tahun) dan tidak dalam pengampuan. 
c. Suatu pokok persoalan tertentu. Dalam membuat perjanjian, apa yang 
diperjanjikan (objek perikatannnya) haruslah jelas. Pada transaksi ini 
pihak penimbun bertindak sebagai penjual dan pembeli adalah orang 
yang dengan sengaja membeli tiket dengan harga yang lebih tinggi 
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karena tidak kebagian tiket, dengan pokok persoalan yang diperjanjikan 
ialah kesepakatan harga dan jumlah yang akan dibayarkann ketika tiket 
diserahkan. 
d. Suatu sebab yang tidak terlarang. Suatu sebab adalah terlarang, jika 
sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan 
dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Pada transaksi ini, 
berdasarkan analisis dan wawancara yang telah dilakukan, praktik 
transaksi ini melanggar hak-hal pembeli yang telah tercantum jelas 
dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen. 
Dalam transaksi ini, terdapat permasalahan mengenai cara 
mendapatkan objek yang diperjual belikan, hal tersebut dikarenakan obyek 
atau barang yang ditransaksikan merupakan hasil penimbunan yang 
mengakibatkan orang lain terpaksa membelinya tidak dengan harga normal 
melainkan dengan harga yang lebih mahal yang berarti membatasi hak 
konsumen mendapatkan harga normal dan menimbulkan kerugian padanya. 
Dalam pasal 2 poin 2 Undang-Undang Darurat No. 17 tahun 1951 tentang 
Penimbunan Barang-Barang diterangkan bahwa, dilarang mempunyai 
persediaan barang dalam pengawasan dengan tiada surat izin oleh menteri 
atau instansi yang dirujuk olehnya sejumlah yang lebih besar daripada 
jumlah yang ditetapkan pada waktu penunjukan barang itu sebagai barang 
dalam pengawasan. Dalam praktik penimbunan tiket ini, penimbun atau calo 
membeli lebih dari yang ditentukan dengan menggunakan KTP orang lain 



































yang dipinjamnya. Dalam ketentuan yang seharusnya, satu orang hanya  
diperbolehkan untuk membeli atau memiliki tiket berjumlah satu buah, 
sedangkan dalam praktiknya, penimbun dapat membeli lebih dari 20 tiket. 
Praktik ini jelas menyimpang dari ketentuan  pasal 2 poin 2 Undang-Undang 
Darurat No. 17 tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang terkait 
dengan batas jumlah yang diperbolehkan sesuai ketentuan yang ditetapkan 
oleh lembaga berwenang.  
Selanjutnya, dalam pasal 5 disebutkan (1) apabila Pelanggaran yang 
dilakukan dengan sengaja terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan 
berdasarkan pasal 2,3 dan 4 undang-undang ini, termasuk mencoba atau ikut 
melakukan pelanggaran itu, dapat dihukum dengan hukuman penjara 
setinggi-tingginya 6 tahun dan hukuman denda sebanyak-banyaknya seratus 
ribu rupiah, atau salah satu dari hukuman ini, (2) Pelanggaran dari  
peraturan-peraturan berdasarkan pasal 2,3 dan 4 undang-undang ini, 
termasuk mencoba atau ikut melakukan pelanggaran itu, dihukum dengan 
hukuman penjara setinggi-tingginya 1 tahun dan hukuman denda sebanyak-
banyaknya seratus ribu rupiah, atau salah satu dari hukuman ini, (3) 
perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan ayat 1 pasal ini adalah 
kejahatan, perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan ayat 2 pasal ini 
adalah pelanggaran. Dalam hal ini, praktik ini termasuk dalam kategori 
kejahatan karena pelaku (penimbun) melakukan hal tersebut dengan sadar 
dan sengaja (bukan ikut-ikutan) berturut-turut tidak hanya satu atau dua 



































kali, sehingga  dapat diancam dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 6 
tahun dan hukuman denda sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah. 
Peraturan mengenai penimbunan juga dijelaskan dalam Undang-
Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, dimana dengan jelas 
disebutkan bahwa pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan 
pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat 
terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas 
Perdagangan Barang dengan ketentuan ancaman hukuman yang terdapat 
pada pasal 107, dimana pelaku usaha yang menyimpan Barang kebutuhan 
pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat 
terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas 
Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana 
denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Dalam 
hal ini, tiket yang ditimbun memang bukanlah barang pokok yang 
dibutuhkan semua masyarakat, namun merupakan hal penting bagi sebagian 
masyarakat (pecinta bola)  dimana sering sekali terjadi kasus 
penimbunannya sehingga menimbulkan kelangkaan tiket yang serigkali 
dimanfaatkan penimbun untuk menaikkan harga sehingga mendapatkan 
keuntungan berlebih. 
Mengenai ancaman hukuman sesuai dengan hukum positif yang pernah 
diterapkan di Indonesia, tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Darurat 
No. 17 tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang dan Undang-Undang 



































No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, namun juga dapat masuk dalam 
ranah hukum pidana dengan ancaman hukuman berupa pidana penjara 
selama 3 bulan karena melanggar pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana yang mengarah pada tindak pidana ringan berupa penipuan ringan.
67
 
Sekilas ditilik, hal ini memang bukan hal yang berdampak besar bagi 
kehidupan masyarakat, namun nilai moral kejujuran menjadi hal yang perlu 
dikaji agar tidak menular  pada  subjek lain sehingga  menimbulkan  sikap 
toleransi terhadap kecurangan yang dapat merusak moral dan identitas 
ketimuran generasi muda Indonesia. 
Lebih lanjut, Undang-undang perlindungan konsumen juga menjamin 
adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
68
 
Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa dalam hukum perlindungan 
konsumen terdapat upaya untuk melindungi hak-hak yang harus didapat oleh 
konsumen itu sendiri. Untuk itu di dalam Undang-undang Perlindungan 
Konsumen telah diatur terkait ketentuan-ketentuan umum, hak dan 
kewajiban konsumen maupun pelaku usaha, dan juga hal-hal yang tidak 
boleh dilakukan. 
Analisis hukum terkait pasal yang ada dengan tindakan penimbunan 
dan penjualan tiket sepak bola di Sidoarjo ini, terdapat dalam Pasal 15 
Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa, ‚pelaku 
usaha dalam menawarkan barang dilarang melakukan dengan cara 
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pemaksaan atau cara lain lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik 
maupun psikis terhadap konsumen.‛69 Dalam pasal tersebut, secera jelas 
disebutkan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan melarang pelaku usaha 
menawarkan barang dengan cara terpaksa. Namun, pada praktik jual beli 
tiket yang dilakukan pihak ketiga sebagai penimbun ini memiliki unsur 
keterpaksaan, karena pembeli kehabisan tiket diloket maupun situs online, 
sehingga para pembeli yang ingin menyaksikan pertandingan sepak bola 
secara langsung dan kehabisan tiket, mereka terpaksa harus membeli tiket 
kepada pihak ketiga selaku penimbun, yang mana kemudian pihak ketiga 
selaku penimbun tersebut menawarkan harga tiket yang diinginkan pembeli 
dengan harga jauh lebih mahal dari harga asli.  
Dan bagi para pembeli yang tidak cukup uang untuk membeli tiket 
tersebut mereka hanya bisa menyaksikan melalui media sosial. Para pembeli 
tiket yang kehabisan tiket mengakui bahwa sebenarnya mereka merasa 
terganggu dengan adanya penimbunan ini, karena tiket yang seharusnya 
masih banyak tersedia diloket ataupun disitus online habis dengan waktu 
yang singkat karena adanya praktik kecurangan yang dilakukan pihak ketiga 
selaku penimbun. 
Selanjutnya, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 4 
mengenai hak konsumen disebutkan dalam poin (a) ‚Hak atas kenyamanan, 
keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.‛ 
Yang artinya, konsumen (pembeli tiket) mempunyai hak katas kenyamanan, 
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keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. 
Namun pada praktiknya pembeli merasa tidak nyaman dengan adanya pihak 
ketiga selaku penimbun yang membeli banyak tiket kemudian dijual dengan 
harga mahal serta membuat banyak pembeli kehabisan tiket dan terpaksa 
membeli padanya dengan harga mahal.  
Jadi, dapat disimpulkan bahwa praktik Iḥtikār atau penimbunan tiket 
sepak bola ini tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Darurat No. 
17 tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang pasal 2 poin 2 dan 
melanggar Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan pasal 29 
serta Undang-undang Perlindungan Konsumen khususnya pasal 4 & 15 
sehingga harus ditindak tegas oleh Pemerintah agar tidak ada lagi yang 
merasa dirugikan haknya dalam memajukan sepak bola  Indonesia. 






































Terkait dengan pembahasan dari bab pertama sampai bab keempat, 
dengan merujuk pada rumusan masalah yang ada, maka dapat disimpulkan: 
1. Praktik transaksi dan penimbunan tiket sepak bola di Sidoarjo ini 
termasuk dalam perbuatan Iḥtikār yang dilarang dalam Islam sesuai 
dengan pendapat imam Malik, sehingga mengakibatkan tarnsaksi jual 
belinya pun tidak sesuai dengan syariah Islam karena terdapat unsur 
keterpaksaan dan kerugian di dalamnya. Dalam permasalahan ini meskipun 
yang ditimbun bukanlah barang pokok namun akibat yang ditimbulkan 
merugikan suatu kelompok karena mengakibatkan stok barang di pasaran 
menipis bahkan habis. Akibatnya masyarakat terpaksa memperebutkan barang 
tersebut dengan cara menaikkan penawaran atau terpaksa membeli dengan harga 
tersebut pada pihak ketiga dengan harga diatas harga normal karena butuh.   
2. Praktik transaksi dan penimbunan tiket sepak bola di Sidoarjo ini juga 
tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Darurat No. 17 tahun 1951 
tentang Penimbunan Barang-Barang pasal 2 poin 2 dan melanggar 
Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan pasal 29 serta 
Undang-undang Perlindungan Konsumen khususnya pasal 4 & 15 
sehingga harus ditindak tegas oleh Pemerintah agar tidak ada lagi yang 
merasa dirugikan haknya. 
 



































B. Saran  
Dari kesimpulan yang ada diatas, penulis memberikan saran 
sebagai berikut: 
1. Kepada pihak-pihak yang melakukan penimbunan tiket sepak bola di 
Sidoarjo secara sengaja agar mendapat keuntungan berlebih sebaiknya 
tidaklagi melakukan hal tersebut karena merugikan orang lain.  
2. Kepada pembeli, agar tidak membeli tiket melalui pihak yang 
menimbun tersebut agar tidak menjadi budaya padahal hal tersebut 
tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dan Undang-undang yang 
berlaku di Indonesia 
3. Kepada pemerintah, agar lebih mengawasi atau lebih memperketat 
pengawasan agar tidak terjadi kecurangan kembali mengingat 
memajukan sepakbola Indonesia adalah hak yang membutuhkan peran 
bersama
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